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BAB I
PEI{DAIITILUAIT

1.1. Latar Belakang

Masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun

2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan

diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi

jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJPD

Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2O2l-2O25 adalah

"Tahap Pencapaian". Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk

pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang

ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan

manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan

pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang

semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi

pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap

Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-

2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi,

disusun sebagaimana halnya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat

daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada

dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan

maksud memberikan arah pembangunan tahun 2023 sampai dengan

tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan

memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan provinsi dan

nasional.

Dokumen RPD Kota Cimahi menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra

Perangkat Daerah dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
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dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat

Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana

Keq'a Perangkat Daerah yang selanj utnya disingkat Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

Dengan telah ditetapkannya RPD Kota Cimahi melalui Peraturan

Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2O26, dokumen

perencanaan Daerah ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di

Kota Cimahi untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat

Daerah berupa Rencana Strategis. Peraturan perundangan yang

menjadi acuan terkait tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang

merupakan unsur pengawasan urusan pemerintahan, mengemban

tugas mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-

2O26, dengan visi yaitu 'Clmahl Kota Cerdar' serta misi yang

mendukung pembangunan bidang tata kelola pemerintahan, yaitu

khususnya misi ke dua "MewuJudkan Tata Kelola Pemerlntahan

lrang Baik'. Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9 Prioritas Kota

Cimahi RPD 2023-2026 di prioritas ke-9, yaitu: "Penguatan tata kelola

pemerintahan dan inovasi pelayanan publik'.
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TuJuatr
RPD Kota

Indlketor
Tujuan

Sasaran Indlkator
Sasaran

Stretegi Progrem Indikator
Progrem

Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Meningkatnya
kualitas
pengawasan

Persentase
Peningkatar
ketaatan
terhadap
peraturan
perundalg-
undalgan

Meningkatkan
kualitas hasil
pengawasan

Program
Penyelengga
raan
Pengawasan

Persentase
hasil
pengawasan

Nilai
Maturitas
SPIP
Terintegrasi

Prograrn
perumusan
kebijakan
pendamping
an dan
asistensi

Level
kapabilitas
APIP

Meningkatnya
kualitas dan
inovasi
pelayanan
publik

Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Program
Penunjang
Uru sar
Pemerintah
an Daerah
Kabupaten/
Kota

Nilai SAKIP
Perangkat
Daerah

Nilai IKM
Perangkat
Daerah
Indeks
Profesionalis
me ASN

unsur-unsur capaian .l?li1"l;1' 2ozs-2o26Berkattan
dengan Tugas dan Fungsl Inspektorat

Keselarasan RPD dengan Renstra menjadi faktor penting dalam

mencapai visi dan misi Kota Cimahi dan target-target kineqia

Inspektorat melalui pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat tahun 2023-2026 akan mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik lGood Gouernance), bersih, dan terukur

ke arah kebijakan pencegahan potensi dan praktek-praktek KKN,

peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negera mela-lui koordinasi

dan sinergi pengawasan, serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut

dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Perubahan paradigma Inspektorat saat ini, yang awalnya sebagai

pemeriksa (Watchdog), menjadi Catalgst kepada seluruh Perangkat

Daerah yaitu dengal menjalankan pengawasan sebagai QuahtA
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Assurance atau penjamin mutu, Consulting Partner atau sebagai

konsultan dengan menjalankan fungsi, serta Earlg Waming Sgstem

atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh

eksternal.

Meningkatkan metode dan sistem pengawasan internal menjadi

penting untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pengawasan dan

audit. Didukung dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), La.poran Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang

efektif dan akuntabel, dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan

perundang-undangan di setiap Perangkat daerah guna mewujudkal

aparatur yang bersih.

Maka pengawasan internal pemerintah daerah harus

direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta

berkesinambungan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Tahun

2023-2026, agar target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota

Cimahi tercapai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

L.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat

Kota Cimahi berpedoman kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016,

tentang Satuan T\.lgas Sapu Bersih Pungutan Liar;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keualgar Daerah sebagaimana telah diatur

beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 21 Tahun 2O11;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Rerriu Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineq'a Instansi pemerintah;

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

356/13251SJ tentang Panduan Pemantaual dan Verifikasi

Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Ke4'a Pemerintah Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2O2l tentang

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Cimahi;

22. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas dan

Fungsi Inspektorat Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun
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2021 Nomor 587; Tambahan Berita Daerah Nomor 67);

23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2O2l Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas Dan Fungsi Serta Tata

Ke{a Perangkat Daerah Kota Cimahi;

24. Peraturan Wali Kota. Cimahi Nomor 62 Tahun 2O21 Tentang Tlrgas,

Fungsi, dan Rincian T[rgas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;

25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3. Makeud dan T'uJuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-

2026 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bAgr

Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi pengawasan

internal pemerintah daerah yang berorientasi outcome.

Tlrjuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota

Cimahi adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

melayani.

2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam

rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi setiap

tahun.

4. Tersediaya sarana pengendalian kine{a yang akan dilakukan

selama lima tahun.

5. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien, efektif,

profesional dan akuntabel selama kurun waktu lima tahun.
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat

Kota Cimahi tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang tata cara perencana.rn, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan

jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. l,andasan Hukum

1.3. Maksud dan T\rjuan

1.4. Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Kota Cimahi

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Cimahi

2.3. Kine{a Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat Kota Cimahi

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tfrgas dan

Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kota Cimahi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kota

Cimahi

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

4
700



BAB VI

CIMAHI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENUTUP

BAB VII

BAB VIII

BAB II
GAMBAR PELAYANAN PERAITGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organlsasl Inepektorat

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62

Tahun 2021 Tentang Ttrgas, Fungsi, dan Rincian Tfrgas pada Perangkat

Daerah Kota Cimahi, Inspektorat memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut.

Tugas:

membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. perumusan kebljakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasarr;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

I
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8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretarlat

Ttrgas:

melaksanalan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua

unsur di lingkungan Inspeldorat.

Fungsi:

l. pengoordinasian perumusan rencana program ke{a dan

anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangarl

peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian keq'a

sama;

2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,

analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta

monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

3. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

4. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah

targga; dan

5. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Inspektur sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat mengoordinasikan rincian tugas:

1. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran

Inspektorat;

2. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

3. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta pengelolaan dokumentasi hukum;

4. koordinasi dan ke{a sama pengawasan dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan aparat

penegak hukum;

5. penginventarisasian hasil pengawasan;

6. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

7. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan

evaluasi pengawasan;

8. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan; dan 
11
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9. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kine{a
Inspektorat;

2. Subbog:an Admlnlstrasi Umum dan Keuangan pada Sekretarlat

Ttrgas:

1. menyusun rencara program dan kegiatan sesuai bidang

tugasnya;

2. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

3. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

4. pelaksanaan urusan perlengkapan;

5. pelaksanaan urusan rumah tangga;

6. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas

laporan pemeriksaan keuangan;

7. pelaksanaan perbendaharaan;

8. pelaksanaan verifikasi, akuntalsi dan pelaporan keuangan;

9. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai

dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang

tugasnya;

11. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Inspektur Pembantu I
Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah

pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat daerah;

/),
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2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintalran

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

7. keqa sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah lainnya;

8. pemantaual dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur;

10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

11. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Inspektur sesuai bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu II
Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kineq'a dan urusan Pemerintahan Daerah

pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
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6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

7. ke4a sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah lainnya;

8. pemantauan dan pemutalhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur;

10. penyusunan laporal hasil pengawasan; dan

11. pelaksalaan fungsi kedinasan lainnya yarrg diberikan oleh

Inspektur sesuai bidang tugasnya.

5. Inspektur Pembantu III
Ttrgas:

melaksanalan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah

pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyusun€rn kebijakan terkait pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4. pengawasan keuangan dan kine{a perangkat daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahal daerah;

7. keqa sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah lainnya;

8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
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9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur;

10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

11. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Inspektur sesuai bidang tugasnya.

6. Inspektur Pembantu Khusus

T\rgas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional yang bersifat

khusus pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. pengoordinasian penanganan dan investigasi atas pengaduan

masyarakat dan informasi dari media terkait pelanggaran,

penyimpangan, atau penya-lahgunaan wewenang di lingkungan

Pemerintah Kota Cimahi;

2. pelaksanaan investigasi atas permintaan;

3. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas sapu bersih

pungutan liar;

4. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi;

5. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas rencana aksi

daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;

6. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama

pengawasan reformasi birokrasi;

7. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari

korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

8. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama

pemenuhan l.aporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN) Pemerintah Kota Cimahi;

9. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi penegak hukum,

permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi

penegak hukum;

10. penyelenggaraan tugas pelaksanaaan satuan tugas unit
pengendali gratifikasi; dan 

/
I,r" lo



11. penyelenggaraan tugas pelaksanaaan satuan tugas bersama

penanganan benturan kepentingan ;

7. Kelompok Jabatan Fungslonal

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan f'ungslonal Audltor.

Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok tim
pemeriksa memiliki tugas:

lf Audttor Ahll Pertama

a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengal kompleksitas

tinggi dalam audit kinerja;

b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;

c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;

d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak

pidana korupsi;

e) Mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses

penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;

f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam kegiatan evaluasi;

g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam kegiatan reviu;

h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam kegiatan pemantauan;

i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;

j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas

tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan
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perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi

pemerintahan;

2) Audttor Ahll Muda

a) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;

b) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek

keuangan tertentu;

c) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan

tertentu;

d) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit

khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana kompsi;

e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses

penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan;

f) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan

hasil evaluasi;

d Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;

h) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;

i) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
j) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka

membantu melaksanaan kegiatan perencanaant

pengorganisasial, pengendalian, dan evaluasi pengawasar ;

3) Auditor Ahli Madya

a) Merumuskan pengorganisasian pengawasan;

b) Merumuskan rancangan penugasan pengawasan sesuai

dengan tujuan, sasaran, latar belakang dan ruang lingkup

pengawasan;

c) Melakukan pembahasan teknis pengawasan bersama

user/ obyek pemeriksaan ;

d) Menetapkan Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja

Pengawasan (KKP), Notisi Hasil Pengawasan (NHP) dan

laporan Hasil Pengawasan (LHP)

e) Melakukan evaluasi hasil pengawasan;

f) Melakukan pemaparan hasil pengawasan;

g) Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasar;
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h) Merumuskan kegiatan teknis pengawasan lainnya

(sosialisasi, asistensi,bimbingan teknis, survey,

pendidikan/latihan serta studi banding) ;

i) Merumuskan hasil pengawasan sebagai bahan keterangan

ahli dalam penyidikan dan atau peradilan atas aspek

keuangan tertentu;
j) Melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan

disposisi pimpinan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerlntahan Daerah (P2t PDf

Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang terbagi dalam beberapa

kelompok yang memiliki tugas:

lf Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah Ahli
Pertama

a) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;

b) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

pendidikan yang meliputi: kurikulum

c) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

kesehatan yang meliputi:

(1) sumber daya manusia kesehatan;

(2) obat dan perbekalan kesehatan;

(3) pemberdayaan masyarakat;

d) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

ketenagakerj aan yang meliputi:

(l) pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

(2) pembinaan dan penempatan tenaga ke{a dalam negeri;

(3) pengeloaan umum.

(4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib

bidang perhubungan yang meliputi; perhubungan darat;
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e) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

sosial yang meliputi;

(1) Pembinaan bidang sosial;

(2) Identifrkasi dan pengawasan pengawasan penyandang

masalah kesej ahteraan sosial;

(3) Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;

(a) Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, keluangan dan

kesetiakawanan sosial;

f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

peke{aan umum yang meliputi;

(1) Perkotaan dan pedesaan;

(2) Air limbah;

(5) Persampahan;

(6) Drainase;

(7) Permukiman;

g) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

kelautan dan perikanan, meliputi: pengelolaan pemasaran;

h) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

pertanian, meliputi:

(l) tanaman pangan dan hortikultura;

(2) perkebunan;

(3) penunjang;

i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

perindustrian, meliputi:

(1) usaha industri;

(2) perlindungan usaha insdustri;

(3) pemasaran;

(4) standarisasi;

(5) permodalan;

(6) sarana dan prasarana;

(7) data insdutri;
j) Melakukan pengawasan pelaksalaan urusan pilihan bidang

perdagangan, meliputi; metrologi legal;

k) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan

tugas pembantu;

I
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l) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas SKPD di

Kabupaten/Kota;

2f Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahll
Muda

a) Melalukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

melalui;

(l) Rencana Keq'a Anggaran Satuan Keg'a Perangkat Daerah

(RKA-SKPD);

b) Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK;

c) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan

pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian

terhadap:

(1) Rencana Ke{a Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD);

d) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusa.n

pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Penguj ian / Penilaian

terhadap kesejahteraan masyarakat;

e) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wqjib bidang

kependudukan dan catatan sipil;

f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan, yang

meliputi: sosial budaya masyarakat;

d Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

pendidikan yang meliputi :

( 1) kebSakan pembiayaan;

(2) pendidikan dan tenaga kependidikan;

h) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

kesehatan yang meliputi :

(1) upaya kesehatan;

(2) keblakan pembiayaan kesehatan;

i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

ketenagakerjaan yang meliputi: pembinaan ketenagakerjaal;

j) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

1l

ketahanan pangan yang meliputi: keamanan pangan;
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Madya

a) Mengendalikan

b) Mengendalikan

c) Mengendalikan

d) Mengendalikan

e) Mengendalikan

f) Mengendalikan

g) Mengendalikan

h) Mengendalikan

i) Mengendalikan

j) Mengendalikan

k) Mengendalikan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Pemeriksaal

Pemeriksaan

Pengadaan Barang;

Inventarisasi Asset;

Serah Terima Asset;

Renstra;

Renja;

RKA;

Renja SPM/NSPK;

Kebijakan Lap. Keuangan ;

Kelembagaan;

Perda, Perwal;

Penyalahgunaan Wewenang;
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k) Melakukan pengawas€rn pelaksanaan urllsan wajib bidang

sosial yang meliputi: pelaksanaan program/kegiatan bidang

sosial;

l) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

pekerjaan umum yang meliputi: jasa konstruksi;

m) Melakukan pengawasErn pelaksanaan urusan pilihan bidang

kelautan dan perikanan, meliputi: umum;

n) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

pertanian, meliputi: peternakan dan kesehatan hewan;

o) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

perindustrian, meliputi:

(1) perizinan;

(2) fasilitas industri;

(3) sumber daya manusia;

(4) ke{asama industri;

(5) kelembagaan;

(6) monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

p) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

perdagangan, meliputi: perdagangan dalam negeri;

q) Melakukan pengavrasan kinerja kegiatan tugas pembantuan;

r) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan

wewenang

3f Pengaras Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah Ahll
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1) Mengendalikan Pemeriksaan Kecamatan;

m) Mengendalikan Pemeriksaan Ketahanan Pangan;

n) Mengendalikan Pemeriksaan Mutu dan Tenaga Pendidikan;

o) Mengendalikan Pemeriksaan Perangkat Daerah;

p) Mengendalikan Pemeriksaan Kurikulum Pendidikan;

q) Mengendalikan Pemeriksaan Laporan AKIP;

Bagan 2.1 Stmktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi

-1
I .l

_.1

2.2, Sumber Daya Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan

pengendalian internal Inspektur Kota Cimahi didukung oleh Sumber

Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Kota Cimahi diklasifikasikan

berdasarkal golongan, pendidikan, diklat yang diikuti, dan jumlah

pegawai dalam jabatan struktural, fungsional (JFA dan P2UPD), dan

pelaksana yang dijelaskan dalam tabel 2.2.1.a dan tabel 2.2.1.b.

Tabel 2.2.1.a

+

II

JUMLAH
(Orang)

JUMLAH
TOTALNO PANGKAT/GOLONGAN

Sumber Da ratur Berdasarkan
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L (Orang)

1 Pembina Utama Muda (lVlc) /) 2 4

2 Pembina Tingkat I (IVlb) 2 a 5

J Pembina (IVla) 1 1 2

4 Penata Tingkat I (III/d) 3 7 10

Penata (lIIlc) 3 1 4

6 Penata Muda Tingkat I (III/b] 2 2 4
7 Penata Muda (IIIla) 2 1 3

8 Pengatur Tingkat I (llld) 2 1 3

I Pengatur (IIlc) 1 1

JUMLAH 18 18 36

Berdasarkan golongan diketahui, golongan II (Pengatur Tingkat I

dan Pengatur) terdapat 4 orang, golongan III (Penata Tingkat I, Penata,

Penata Muda Tingkat I, dan Penata Muda) terdapat 21 orang, dan

golongan IV (Pembina Utama Muda, Pembina Tingkat I, dan Pembina)

terdapat 1 1 orang.

Tabel 2.2.1.b
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendldlkan

Tingkat pendidikan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kota

Cimahi didominasi oleh tingkat Sarjana (S1) sebanyak 20 orang.

Selanjutnya Pasca Saq'ana (S2) sebanyak 12 orang, Program Diploma

sebanyak 3 orang dan Sekolah Menengalr Atas (SMA) sebanyak 1 orang.

Sehingga totalnya adalah 36 orang.

NO
TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang) JUMLAH TOTAL
(Orang)L P

1 Pasca Sarjana (S2) 5 7

2 Saqana (S 1) 10 10 20

Program Diploma

(D3)

2 1 3

4 SMA 1 1

JUMLAH 18 18 36
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2.2.2. Sumber Daya Benrpa Aset

Sumber Daya berupa asset pada Inspektorat kota Cimahi
keadaan bulan Desember 2O21 berupa peralatan dan mesin sebanyak

354 unit dengan nilai total Rp2.276.322.061,00.

2.3. Klnerja Pelayanan Inspektorat
Hasil kinerja dalam Renstra Inspektorat Kota Cimahi periode

RPJMD 2017 -2022 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintah daerah, ditunjukkan dalam Tabel 2.3.a. dan Tabel 2.3.b.
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Tabel 2.3.b.
Rata-Rata Rasio Capalan KlnerJa Inspektorat

Renstra Perubahan Tahun 2Ol7-2O22

Irrdl&ator Kilerja {outputf
Target

Reastra
relaaa 5 tha

Reallsasl
RcDstra

selama 5 t'hn

7o Rate-rata
raslo capaiaa

Lin€rja

I
Program penlngkatan slstem
perrgarasan lnternal dal pengendallan
pelaLsanaan keb{akaa Kepala Daerah
Kegletan pela&sanaan perrgarasal
lnternal secara berkala

I Pemeriksarn regular 195 LHP 98o/o

2 Pemeriksaal tertentu 40 LHP O LHP oo/o

3 Monitoring darl Evaluasi 570 LHM 353 LHM 64o/o

4 50 LHM 55 LHM I lOo/o

5
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerai (LKPDI

5 LHR 5 LHR roo"/.

6 Reviu Rencana Keda Anggaran (RKA) 3 LHR 2 LHR 4Oo/o

7
Evaiuasi l,aporan Akuntabilitas Kineda
Instansi Pemerintah (LAKIP)

2OO LHE 2OI LHE ).ot26

Keglatan peaarganaa kasus
litlkulga[ pemeriltah daerah

8 Pemeriksaan Kasus /Khusus 70 LHP Kasus

Kegl-.tarr thdak latrjut hasll ter.uan

9
Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

430 BA 702v"

Kegiatarr pialata

10
Program Keda Pengawasan Tahunan
(PKPI)

5 dok 5 dok 100%

11 Arai Kebijakan/Jakwas 5 dok 1 dok 2Oo/"

72 Kode Etik 5 dok 1 dok 20"/"

13 Standa,r Audit 1 dok 3 dok

l4 Pedoman Operasional Pengawasan (POP) 1 dok 3 dok 33"k

15 Intema.l Audit Charter 1 dok 2 dok 50"/.

16
Pemetaan Profil Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Kota Cimahi

0 0 o"/"

T7
0 0

Kegiata! eraluasi betkala tcauaa
harll peagawasaa

18
Evaluasi Berkala Temuan
Pengawasal / Gelar Pengawasan

Hasil 10 ka-li 10 kali

II
Progran pcnirlglata.a profeslonallsme
te[aga pemerl&sa dal aParatE
per8awesar
Keglstar pelatlhaa
teraga penerltsa
pergasaseE

19 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 155 orang 198 oralg t28v"

20 Diklat subtantif pengawasan 25 orang 66 orang 264o/o

(
'73'7

No

2OO LHP

Monitoring Ba.nprov

46 LHP Kasus 6lo/o

421 BA

33"/"

Tes Diagnostik Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Kota Cimahi

OYo

100%

pengembaagan
daa eparatu,



Iadikator KiaerJa (outputf
Target
Rerstra

selaoa 5 tha
No

Reallsasl
Renstra

selama 5 thn

7o Rata-rata
raslo capalaa

haerJa
21 90 oralg 5 orang 6Yo

22 Sosialisasi UU Pengawasan 60 orang ov"

III Prograa pela5raaan adalalstrasl
perkantoranr
Pendistribusian Surat Kelua-r dan Surat
Masuk

60 bulan 60 bulan 100%

24 Telepon, air dan Listrik 6O bulan 60 bulan 100%

25 Asuransi kendaraan bermotor 90 unit 89 unit 99Yo

26
Jasa Service penggantian suku cadang
dan belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (revisi renstra)

90 unit 89 unit
99v"

Pemeliharaan Peralatan dan
perlengkapan kantor

60 bulan 6O bulan 100%

2A
Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih

60 bulan 60 bulan 100%

Alat tulis Kantor 60 bulan 60 bulan 100%

30 Barang Cetal<an dan Penggandaan 60 bulan 60 bulan 100%

31
Surat kabar/ majalah dan buku
peraturan perundang-undangart

60 bulan 6O bulan roo"k

6O bulan 60 bulan toov"

Makanal dalr minumal rapat dan tamu 60 bulan 60 bulan

34
Biaya Perjalanaa Dinas dalam dal Luar
daerai

60 bulan

w Program penlngkatan saraaa dan
prasareaa aparatur
Kegtataa pealagkataa saraoa den
prasara!,a aparatEr

35
Belanja modal peralatan dan
perlengkapar kantor

I paket 1 paket 100%

Keglatau pemellb.araan rutia/bertala
kerrdaraan dlnas/operasloaal

36 BBM dan Pelumas kenda-raan 90 unit 99v"

v Program pentngk tao Lapasltas
sumber daya
Sosialisasi Perundalg-undangan untuk 300 orang 365 orang

38 Pembinaan Pegawai 155 orang 157 orang lol,o/o
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal

0 0
o.h

Prograo peninglataa disiplia
aparatur

40 Pengadaan pakaian dinas dan
pedengkapannva

250 stel 70 stel 24"/.

+1 pengadaan pakaiar KORPRI 155 stel 30 stel L90

42 Pengadaan pal<aial Khusus hari-hari
tertentu

65 stel 42v"

vII
Program penlngkatan pengembaagan
sistem pelaporaa capalan kinerja dan

Keglaten penyusunan lapotaa capalan

!

Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

0

29

Bahan Pokok/ Natura

toov"
60 bulan IOOYI

89 unit

60 orans
l22o/o

39

VI

155 stel

keuaaqan



No
Reelbasi
Renstre

selama 5 tha

9/o Rata-rata
rasio capalaa

HaerJa
LtaerJa dal llhttsar reelbasl ,.l'.etrJa
PD

43

Laporan Triwulan, Laporan
AkuntabiLitas Kineda Instansi
Pemerintah (LAI(IP), Laporan Keterangan
Pertanggungiawabal (LKPJ), Laporan
Keuangan Pemerintah Daerai (LKPD)

35 laporan 37 laporan

lO60/o

Kegiataa penJrusunan laporel
seacateralr

44 Menyusun Laporan Semesteran 10 laporan 18 laporan lao"/"

Indikator KiaerJa loutputf
Target

Rcastra
3e[aDra 5 thtr

739

Selama 5 tahun terdapat beberapa kegiatan yang belum

mencapai rata-rata target Renstra yaitu :

1. Capaian Tingkat Maturitas SPIP belum level 3 berdasarkan

l"aporan Hasil @talitg Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh

BPKP karena pelaksanaan pengendalian intern belum

terdokumentasikan dengan baik.

2. Capaian Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil

Qualitg Asstrance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP karena

masih banyaknya dokumen yang dibutuhkan belum terpenuhi.

Sampai bulan Desember 2O2l Inspektorat Kota Cirnahi sudah

berupaya untuk memenuhi dokumen dimaksud (6 elemen).

Kegiatan ini akan dilanjutkan pada awal tahwn 2022 dengan

mengajukan Qualitg Assurance (QA) ke BPKP.

3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan. Pada kegiatan pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Diklat Subtantif),

karena disesuaikan dengan jumlah JFA yang akan meningkatkan

jenjang fungsional.

Pencapaian kineq'a program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi

periode 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai

indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan

Tahunan dan Perjanjian Kineq'a Perubahan Tahun 2021. Tabel 2.3.c

menguraikan pengukuran kineq'a yang menunjukkan tingkat capaian

kinerja Inspektorat pada tahun 2021 .

Tabel 2.3.c.

4



ilo SASARA]T IIIDINATOR
KI1{ER"IA

TARGET
2ol21

REALISASI
2o/2t

CAPAIAIT
2o/2t

1 Meningkatkan
akuntabilitas
kineq'a Pemerintah
Daerah

Persentase
PD dengan
hasil
evaluasi
LKIP
kategori BB

5O"/o 1OO"/o 20Oo/o

2 Meningkatnya
implementasi SPIP

Nilai
Maturitas
SPIP

Level 3 Level 1,268 42,270/o

Nilai SAKIP
Perangkat
Daerah;

A (8o) A (83) 1o3,7 50/o

Persentase
unit keria
yang
mendapatka
n pelayanan
administrasi
umum;

7000/" r00% lOOo/"

Persentase
ASN yang
memiliki
kesesuaian
potensi

9Oo/" lOOo/" lllYo

Capalan KinerJa Inspe&torat Kota Cimahi Tahun 2O21

Dari ketiga sasaran, dua sasaran telah memenuhi target' Hanya

satu target yang realisasinya dibawah dari target, yakni sasaran

meningkatnya implementasi SPIP, yang hanya mencapai 42,27o/o dari

target.

t,740

Meningkatnya
akuntabilitas
kine{a Perangkat
Daerah
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pel,ayanan Inspektorat
Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi sebagai unsur penjamin kualitas atas

kepatuhan (compliancel terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kehati-hatian (prudencel dan ekonomis dalam melaksanakan

kinerja dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah di lingkup

Pemerintah Kota Cimahi.Tantangan yang dihadapi tidak ringan pada

kurun waktu lima tahun yang akan datang, namun demikian Inspektorat

Kota Cimahi menganggap bahwa tantangan-tantangan di masa depan

merupakan sebuah peluang untuk lebih berperan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya secara efelrtif dan elisien dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang berwawasan

pembinaan, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN).Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Inspektorat akan secara komprehensif dan berkala melakukan deteksi

dini terhadap potensi KKN serta sekaligus menutup celah KKN

tersebut. Langkah-langkah kinerja akan dilanjutkan dengan

melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan

berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomo

356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2Ol2 tentang Penyusunan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah,

dan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2010 tentang Aksi pencegahan

dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017, terdiri dari:
a. 4 (empat) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi daerah

yang bersifat top doun yaitu Dinas Komunikasi Informatika

Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah, Unit Layanan Pengadaan, dan Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. 18 (delapan belas) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi

KPK RI yang bersifat bottom up, dengan tamplate rencana aksi telah

disediakan oleh Kemendagri.

Implementasi rencana aksi akan terus dimonitoring dan dievaluasi

agar terukur progress dari setiap Perangkat Daerah akart

kesungguhan memberantas KKN.

tl,
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2. Membentuk dan menerapkan Tim Maturitas SPIP di tingkat

Pemerintah Kota Cimahi dan di setiap unit kerja Perangkat Daerah.

Pembinaan Inspektorat terhadap SPIP akan dilanjutkan dengan

memperbaiki sistem dan proses penilaiannya.

3. Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan melalui

pemeriksaan berbasis audit kinerja dengan memperhatikan aspek 3E

(ekonomis, efisien, dan efektif) pada pengelolaan keuangan, sarana &

prasarana, tupoksi, SDM, dan metode kerja.

Tantangan-tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Kota

Cimahi yang di masa depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, denganpenyediaan

fasilitas ke{a pegawai agar tercipta suasana dan iklim kerja yang

kondusif.

b. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.

c. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan AparatPengawasan

Internal dalam rangka pengambilankebijakan Pemerintah Daerah.

d. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.

e. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penangananterhadap

kasus-kasus aduan masyarakat.

f. Adanya peningkatan semangat perbaikan kineq'a aparaturPemerintah.

Tantangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

Inspektorat adalah :

a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

melalui kerjasama dengan BPKP PerwakilanJawa Barat maupun Badan

Diklat Kementerian Dalam Negeri;

b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka

Iftedit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi.

Tantangan dalam peningkatan anggar€m Inspelctorat sebagai

Perangkat Daerah khusus adalah :

a. Peningkatan T\rnjangan Kineq'a Daerah bagi Pejabat Fungsional

Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah (P2UPD) di lingkunganlnspektorat Kota Cimahi;

rl
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b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pengawasan, melaluiperangkat pendukung telcrologi

informasipenunjang pelaksanaan pengawasan, sarana

mobilitaspelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-

prasaranagedung dan kantor yang representatif. ;

c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan;

d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal

danpengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

e. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang

lebihkomprehensif;

f. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian

InternPemerintah (SPIP) ;

g. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasiAksi

Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK),fasilitasi

Monitoring dan evaluasi Unit PengendalianGratifikasi (UPG) dan Pakta

Integritas;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan

peningkatan pelayanan publik Kota Cimahi meliputi upaya-upaya yaitu :

a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:

- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

- Hambatan dalam pelayanan publik;

- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

4
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BA'B III
PERMASALIIIIAN DAN ISU-ISU STRATEGIS IilSPEKTORAT

3.1. Identtftkasl Permasalahan Berdasarkan
Pel,ayanan Inspektorat

Tugas dan Fungsl

Inspektorat Kota Cimahi sebagai lembaga yang

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan

penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk berperan sebagai

institusi yang mampu meningkatkal kualitas pengawasan pelaksanaan

pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Gouernance) maupun pemerintahan

yang bersih (Clean Gouernment) dengan tujuan dapat memberikan

kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare

statel.

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait

dengan pelayanan Perangkat Daerah telah dilakukan analisis

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk
mengidentilikasi isu-isu strategis internal dan eksternal yang dihadapi

Inspektorat Kota Cimahi, yaitu:

1. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemeriltah (SAKIP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2O2l

meningkat dari 65,07 (tahun 2O2O) menjadi nilai 65,88 atau

predikat B. Peningkatan nilai yang diperoleh menjadi ukuran

semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah

Daerah, walaupun belum dapat mencapai target RPJMD Kota

Cimahi, yaitu tingkat akuntabilitas kinerja predikat BB.

2. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi masih

berada l*vet 2 pada tahun 2021, ata.u nilai 2,17 berdasarkan

hasil evaluasi BPKP. Mengacu kepada RPJMN 2014-2019,

level Kapabilitas APIP seluruh kabupaten/kota harus berada

pada Level 3 pada tahun 2022.

3. Masih rendahnya nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota

Cimahi. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada

tahun 2021 masih berada pada posisi terendah di Jawa Barat

dengan skor 1.2684. Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP

757 $



terhadap 13 Perangkat Daerah sampel dengan skor 3,06.

Berdasarkan penilaian Baseline SPIP Terintegrasi tahun 2021

Kota Cimahi meraih skor 2,98 atau berada pada level 2.

4. Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan

internal dan eksternal sejak tahun 2004 belum seluruhnya

selesai ditindaklanju ti.

5. Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan semester II

tahun 2021 masih berkisar Rp. 3.445.127 .377,75,- (Tiga milyar

empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh

ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh lima

rupiah).

6. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun

Pengawas Pemerintahan (P2UPD). Kondisi saat ini, fungsional

auditor sebanyak 14 (empat belas) orang Jabatan Fungsional

Auditor (JFA) dan 3 (tiga) orang. Sementara kebutuhan JFT

pada Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan Analisis Beban

Kerja minimal sebanyak 36 orang pegawai dengan sebaran

jumlah tim sesuai dengan beban kerja pengawasan. Dalam

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kota Cimahi per Januari 2022, didukung oleh 47 pegawai yang

terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang PNS dan l4(sebelas)

orang Non PNS. Jumlah pegawai diklasifrkasikan berdasarkan

tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

dengan sebaran dijelaskan pada grafik 3.1.

+

NO TEMUAN REKOMENDASI TELAH
DITINDAKLANJUTI TAHUN

1 Inspektorat
Kota
Cimahi

25 Tahun
2016-
2021

2 Inspektorat
Provinsi
Jabar

19 12
(dalam proses)

Tahun
2013-
202r

3 BPKP 26 11 Tahun
2021

4 BPK 719 Tahun
2004-
2021

15
(selesai)

726
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Tabel 3.1.
Pegawal Inepektorat Berdasarkan Kualiflkasl Pendldlkan

No Pendidikan PNS Non PNS Jumlah
1 SMA 1 10 11

2 Diploma 3 0 J
3 D IVl Strata I 20 3 23
4 Strata II 12 0 12

Jumlah 36 i3 49

Grallk 3.1.
Sebaran Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualtfikast Pendldlkan

Sebaran Pegau.ai

.SMA:11orang .Diploma' 3 orang rf IV/ Strata 1:23 orang . Strata 2: L2 orang

7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2O22 telah

berbasis risiko namun dalam penentuan obyek pemeriksaan

atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko

yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah, karena profil risiko

perangkat daerah yang dinilai belum matang dan belum

lengkap.

8. Masih kurang optimalnya fungsi konsultansi Inspektorat Kota

Cimahi, mengingat belum ditetapkannya standar pelayanan

serta kegiatan konsultansi yang belum bedalan optimal.

9. Alokasi anggaran yang belum dapat memenuhi ketentuan

dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2O2l tentatg Pedoman

tL
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Umum Penyusunan RAPBD 2022, bahwa Pemerintah Daerah

mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan

besaran dari total belanja daerah di atas

Rp 1.000.000.OO0.O0O,O0 (Satu triliun rupiah) sampai dengan

Rp2.000.000.000.OO0,O0 (Dua triliun rupiah) sekurang-

kurangrrya sebesar O,75o/o dai total belanja daerah dan di atas

Rp 1 0.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Isu-isu strategis Inspektorat tersebut dapat menghambat

pencapaian target kine{a apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya

yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan pendampingan pada tahapan proses evaluasi

dokumen Laporan Kineg'a Perangkat Daerah dan SAKIP-RB

Kota Cimahi serta berkoordinasi dan konsultansi dengan

Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait proses evaluasi.

2. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen pencapaian

leveling kapabilitas APIP Level 2 menuju Level 3, melalui

koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat

serta meningkatlan kompetensi Auditor melalui Pendidikan

dan Pelatihan.

3. Memberikan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan

Maturitas SPIP Terintegrasi terhadap Perangkat Daerah.

4. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan

secara intensif setiap triwulan dengan diawali pelalsanaan

desk bagi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak

lanjut rekomendasi.

5. Mengintesi{kan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian

Daerah.

6. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga

fungsional auditor melalui inpassing ataupun pembentukan

JFT.

7. Melakukan pendampingan penyusunan Profil Risiko (Risk

Regi.stel pada Perangkat Daerah sehingga dinilai matang dan

lengkap serta dapat menjadi bahan penyusunan Program KeIJ'a

Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

/1,
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8. Menyusun Program Ke{a Pengawasan Tahunan (PKP[)

berbasis risiko pada akhir Tahun 2022 sehingga auditan yang

ditentukan sesuai dengan tingkat risikonya.

9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif

kepada Perangkat Daerah dengan memberi ruang diskusi atau

ruang konsultansi dan pendampingan.

lO.Mengusulkan evaluasi kelembagaan untuk pemerataan beban

ke{a.

11. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, terutama untuk
peningkatan kompetensi dan kapasitas APIP.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kota Clmahl

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun

2O2l tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir

Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-

2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2OO5-2O25. Adapun Visi Misi

RPJPD Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026

merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun

2OO5-2O25, y€rng mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan

Pemeliharaan kondlsi dlnamis masyarakat Madani Clmahl dengan

mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapal serta terus

meningkatkan dan memanfaatkan semua potensl yang dimiltkt.
Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu :

4 CIMAI:II KOTACERITAS 4

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan

segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang

CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS

dapat diartikan sebagai singkatan dai Creatiue yang berarti dapat

berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitaian yang berarti

memandang kesamaan der4jat manusia atau menjadi sifat dari

(,
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demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara l<tta; Religiotl"s

adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang

Maha Esa secara konsekluen1, Deuelopable diartikan sebagai kota yang

berkemampu an kompetitif untuk diban gu n, Accretiue diartikan sebagai

kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta

Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan

warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi 'CIMAHI KCyfA CERDAS" adalah

mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman

yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang

unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi,

egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat

yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang

terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi

kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi pembangunan Pemerintah Daerah Kota

Cimahi tersebut, Inspektorat sebagai pembina dan pengawas daerah

mengemban misi ke-2 Kota Cimahi, yaitu:

Mlrl Dua : MewuJudkan Tata Kelola Pemerlntahan yang Balk

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan

yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas

politik yang lebih demokratis darr konsistensi dalam penegalan

hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah

pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan

efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga

tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan

penanggulangan korupsi.

Inspektorat Kota Cimahi mendukung pencapaian 9 Prioritas Kota

Cimahi RPD 2023-2026 pada Prioritas ke-9, yaitu: "Penguatan tata

kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik".

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat

Daerah.

(
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Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan

fungsi, sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b) Pelaksanaan pengawasarr internal terhadap kine4'a dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya;

c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Wali Kota;

d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat yang

mempengaruhi pencapaian visi misi Wali Kota Cimahi di lingkup ke{a
Inspektorat. Faktor pendorong diantaranya :

a) Perangkat daerah semakin memahami dan responsif terhadap peran

APIP sebagai qtalitg assurdnce pemerintah daerah, dalam

memberikan pembinaan berupa jasa konsultasi guna mencapai hasil

pemeriksaan yang memadai dan kepercayaan publik makin

meningkat;

b) Telah tersusunnya pranata sebagai norma, standar, dan prosedur

pengawasan seperti Internal Audit Charter, PKPT, Standar Audit,

POP, Kode Etik.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

a) Kurangrrya independensi APIP dalam melakukan pemeriksaan;

b) Anggaran pengawasan belum memadai;

c) Jumlah dan kompetensi SDM APIP belum memadai;

d) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum

terwujud secara utuh;

e) Proses distribusi dan mencatatan data hasil pemeriksaan belum

berbasis sistem elektronik yaitu dalam mengelola Tindak I-anjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan hasil pemeriksaan antar tirn
pemeriksa hingga Inspektur;
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f) R:.k register dan RTP Inspektorat belum disusun;

g) Masih belum memadaianya perangkat pendukung teknologi

informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;

h) Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung

dan kantor yang repre sentatif.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat ini menjadi bahan

perumusan isu strategis dan permasalahan Inspektorat Kota Cimahi.

3.3. Isu-Isu Strategis Inspektorat
Berikut adalah isu-isu strategis Inspektorat Kota Cimahi:

1. Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga

pelaporan pemerintah daerah tidak optimal;

2. Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum

optimal. Seperti tingkat Kapabilitas APIP masih berada pada level

2 atau nilai 2,17 berdasarkan hasil evaluasi BPKP dan nilai

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2O2l berada

pada skor 2,969 atau ada pada level 2 (Berkembang) berdasarkan

hasil penetapan baseline Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Lap-

1 r69lPw10/3 .2 /2021).
3. Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik melalui penciptaan iklim inovasi yang baik dan

penyelenggaraan kompetisi inovasi antar Perangkat Daerah,

umum dan perguruan tinggi

(
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BAB TV
TUJUAN DAIT SASARAN

4.1. TuJuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Tujuan dan sasaran RPD pada misi 2 Wali Kota Cimahi yang

terkait dengan Renstra Inspektorat yaitu :

Tujuan * Meningkatkan Tata Kelo1a Pemerintahano. Sasarannya adalah
oMeningkatnya Kualitas Pengawasan" dan "Meningkatnya kualitas dan

inovasi pelayanan publik'

Tujuan dan sasaran RPD disinergikan dengan tujuan dan

sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan yang amanah, profesional, ekonomis, efisien, dan efektif
yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik dapat

tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dalam misi 2 Cimahi.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi pada

dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi.

Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kineq'a apa yang

diharapkan dapat diwrjudkan dari pernyataan visi dan misi.

Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan

kineq'a di masing-masing tujuan. Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tahun 2023-2026 terdapat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Trrjuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2O2S - 2V26

(

TO TUJUATT
IIfDII(ATOR

TUJUAIT
SASAR.A.!T

IITDII{ATOR
SASARTIT

TARGET IiITER.'A
TUJI'AIT/ AASARAIT PIU)A

TAHI'T
2023 2024 2025 2026

(1) (2\ (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e)

1 Meningk
atkan
tata
kelola
Pemerint
aharr

Indeks
Reformasi
Birokrasi

60,73 60,75 60,74 60,80

Persentase
peoingkatan ketaata!
terhadap peraturan
perundang-undangan

5o/o Svo 50/o

Nilai Maturitas SPIP
Terintregasi

Level
3

Level
3

l,evel
3

Level
3

Meningkat
nya
kualitas
dan
inovasi
pelayanan
publik

Nilai Evaluasi
Reformasi Btokrasi
Inspektorat

63 64 65 66
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BAB V
STRATEGI DAN ARAII KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara

spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan

analisis SWOT yaituStrengfhs (kekuatanl, Weaknesses (kelemahan),

Opportunities (peluang), danTtreats (ancaman). Berbagai kebijakan di

tiap-tiap strategi diterjemahkan kedalam program dan kegiatan.

Kesinambungan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan

dijelaskan dalam tabel 5.1.

(

Visl: Cimahi Kota Cerdas

Misi II : MewuJudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Balk

Tujuan RPD : Meningkatkan tata kelola Pemerlntahan

Sasaran RPD : - Meningkatnya Kualitas Pengawasan

- Menlngkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik

TuJuan Strategl Arah Kebijakan

Meningkatkan tata
kelola Pemerintahan

Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pengawasan

Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pengawasan

Peningkatan kendali
mutu p€ngawasan

Peningkatan
pengawalan reformasi
birokrasi, penegakan
integritas dan
peningkatan
kapabilitas APIP

Meningkatnya
kualitas dan
inovasi pelaya-nan
publik

Meningkatkan
kualitas
pelayanan
penunjang urusan
pemerintahan
daerah

Peningkatan kualitas
layanan administrasi
pemerintahan daerah

Peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah daerah

766
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BAB VI
REI{CAITA PROGRAM DAN KEGIATAN STRTA PEI{DAITAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan

kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih

operasional untuk kurun waktu lima tahun (2023-20261, meliputi

tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kine{a
tujuan/ sasaran program (outcomel dan kegiatan (outputl, serta

pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan

strategis Inspektorat Kota Cimahi dengan tetap mengacu pada program

pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi

tahwn 2023-2O26.

Rincian program dan kegiatan selama empat tahun sesuai

dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi

Kota Cimahi (2023-2026) dijelaskan dalam tabel 6.1.
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BAB VII
KII{ER^IA PEITTELEITGGARA

Kinery'a penyelenggaran ditunjukkan dengan pengukuran indikator
kine{a InspeLtorat Kota Cimahi yang akan dicapai dalam lima ta}run

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPD.

Indikator kineqla adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah

ditetapl61, iuga sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap

unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan kinerja yang dapat dihitung
dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkatan kine{a baik dalam evaluasi tahap perencarlaan (er( antel, tahap
pelaksanaan (on goingl, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan

berfungsi (ex-postl.

Sistem akuntabilitas kine{a instalsi pemerintah merupakan suatu

instrumen pertanggungiawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan

mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kineq'a secara

menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam

mempertanggungiawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas

kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan

menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul

karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan

sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama

entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa

pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Maka

Inspektorat Kota Cimahi mengarahkan kine{a yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPD sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.1.
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Tabel 7.1
Indlkator KlnerJa Inspektorat yang Mengacu pada TuJuan dan

Sasaran RPD Tahun 2o123-2026

No.
Indikator

Kondisi
Kine{a
Awal
RPD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
akhir

periode
RPJMD

Tahun 0 Tahun
2023

Tahun
2024

Tahun
2025

Tahun
2026

(1) t2l (3) (4) (s) (6) (71 (e)

I Persentase
peningkatan
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan

N/A 5o/o 5o/" 5o/" 5o/o 5o/o

2 Nilai
Maturitas
SPIP
Terintegrasi

N/A kvel 3 l,eve1 3 kvel 3 l,evel 3 kvel 3

3 Nilai
Eva-luasi
Reformasi
Birokrasi
Inspektorat

N/A 63 64 65 66 66
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-

2026 merupakan strategis perencanaar program kerja pengawasan yang

ingin diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat

pengawasan, Inspektorat Kota Cimahi berpedoman pada Rencana

Strategis tahun 2023-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai

landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program keq'a pengawasan

pada Inspektorat Kota Cimahi.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Inspektorat Kota

Cimahi yaitu mewujudkan Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025

yaitu'. 'CIMAHI KOTA CERDAS'.

Untuk mencapai Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2OO5-2O25 yar:g

berorientasi hasil dan manfaat, maka perlu kesamaan persepsi didalam

implementasinyayaitu :

1. Komitmen yang kuat dari semua lini, terutama yang berkaitan

langsung dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

2. Integritas APIP yang tinggi.

3. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dafam melaksanakan

tugas pengawasan.

4. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

secara berkelanjutan selama-lamanya 60 hari.

5. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanya penyimpangan

ataupun penyalahgunaan wewen€rng terutama yang berhubungan

dengan kepentingan publik.

6. Tersedianya komponen pendukung, diataranya kompetensi SDM,

Dana maupun sarana lainnYa.
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